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PERATURAN BUPAT] JEPARA
NOMOR | TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

_bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan

kesiape agaan terhadap terjadinya bencana, dipandang
periu  untik membentuk unt kena  yang
menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana

bahwa sebelumn pembentukan unit kera ini ditetapkan
dengan Peraturan Daersh, maka Pemerintah Daerah
untuk sementara menetapksn pembentukannya dengan
Peraturan Bupati;

bshwa berdasarkan  pertimbangan ssbagaimana
di'nlkmdpndahumfadnnnpum"umhpkln
Perstwan Bupsli tentang Pembentukan Badan
Penangguiangan Bencana Daersh Kabupaten Jepara.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang

Pambentukan Deerah-deerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan [Peraturan Perundang - undangen
{Lembaran Negars Republik ndonesia  Tahun 2004
Nomar 53 Tambehan Lembaran Negara Republi
indonesia Nomor 4388);

Undang-Undang Nomor 3R Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terskhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  tentang
Perubahan Kadua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004
tentang Pemenntahan Deerah (Lembaran Nepara
Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



8. Peratran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 eniang
Pembagian Urusan Pemerintahan Anters Pemensish,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Panmm
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rapubiik
hdonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lambaran

Negara Republiik hdonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2007, Nomor B8, Tambahan
Lembaran Neges Republk Indonesia Nomor 4741);

8 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasionsl Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor B8 Tambahan
Lembaran Negsra Repubiik Indonesia Nomor 4852);

8 Peraturan Daersh Kabupsten Jepara Nomor 3 Tahun
208 tentang Unman Pemerintahan Yang Menjad
Kewenangan Pemerintshan Daerah Kabupaten Jepara
(Lambaran Dwersh Kabupaten Jepars Tahun 2008
Nomor 3 Tambshan Lembaran Dserah  Kabupaten
Jopara Nomor 2).

10.Peraturan Dasersh Kabupaten Jepars Nomor 19 Tahun

2010 tantang Organisasi dan Tata Kera Satusn Poliai
Pamong Prajs Kabupsten Jepars (Lembarsn Dasersh
Ksbupsten Jepara Tahun 2010 Nomor 19, Tambehan

Lembarsn Daersh Kabupaten Jepars Nomor 19},
ME MUTUSIKAN
Menatapikan . PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
JEPARA,
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
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Idﬂi'l Bupsti dan | Daerah
o | Peranghat sabagal unsur



Selustaris Dearah adsish Sekretaris Dasrsh Kabupaten Jepars; |
rangka melsisanakan tugas dan fungsi muhpgan beancana;
manggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan balk
faitor sism dan steu faltor non giam maupun fektor manusia, |
lingkungan, kenugan harta benda dan dampak psikologis.
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PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peratran Bupati in dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Jepaa

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bag.an Pertama
Kadudukan
Pesal 3

(1)Bsdan Penangguiangan Bencana Dsersh berkedudukan dbawah dan
' kepads Bupati

(2) Badan Penanggulangan Bencana Deersh dipimgin oleh Kepala Badan dan
secara ax-officio djasbst Oleh Sakretaris Daerah.

Bagian Kadus
Tuges dan fungsi
Pasal 4

(1) Badan Penangguiangan Bencana Dsersh mempunyai fugas
a. menetapkan pedoman dan pengarashan ferhadsp usaha penanggulangan
bencana ying mencakup pencegshan bencans, penanganan darurat,
rehabilitasi serta rekoriruks: secara adi den mersts

b menstapken standarisas! serta kebutuhan penyelenggarasn penanggulangan

bencana berdasarkan pertursn perundang-undangan;

c menyusun mensiapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.

4 menyusun dan manstapka’ prosedu’ tetap penanganan bencana;

a. melaporkan penysienggaraan penangguisngan bencana kepada Bupat
satiap sebuan sekali dalam kondsi normal dan setiep saat dalam konds
darurat bencana;
mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang .

. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaman yang dienma den
Anggaran dan Belania Oaersh dan;

h melsksanaken kewajiben Isn sesuai dengan peraturan perundang -
unGangan
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Pasal 5

8. parumussn dan pmatlpm kebiakan penanggulangan bﬂn;
wmmmmhnm ofektif dn efesen

!pormllitl pokksanme hkegiatan penangguiangan bencans secama
wencans, isrpadu dan menyelerun.

BAB v
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Pasal 6
Susunan Organisesi Badan Penangguiangan Bencana Daerah terdin atas
8. Kepala
b. Unsur Pelti sana.
Bagian Kedua
Unsur Pelalaana
Pasal 8

(1YUnsur Pelaksana Badan Penangguiangan Bencana Dasrah berada di bawah
dan bertangguagiasab kepads Kepai Badan Fenangguiangan 8encana
Dadoeah.

{2 Unsar Polaktara dipimpin Kepaln Peisksana yang membantu tugas Kepalk

Badan Penangguiangan Bencana Dsersh dalarn penyelenggeraan tugas dan
fungsi unsur pe laksana Badan Penangguiangan Bencana Daersh sehari-heri.

Pasal &

Unsur Pelatsana BPBD pebsgaimans dimaksud dearn Pasal 8 mempunyai tugas
mslakbda k an panangguisngan bencana secara larintegrasi mediputi

a4, prabencany’

b. saattanggap dacurst. dan

¢. pacmbeincana,

Pasal 1)
Unsur Pelkseana Badan Penangguisngan Bencana Dasrah menysienggarakan
fungsi:

8. pengkoordnasian Unsur Pelaisana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
melakn koordieasi dengan satuan kana perangkat dserah lainnya, instansi
vertitsl lembaga ussha dan‘stayu pihak lain yang dperukan pada tahap
prabencana dan pascabencans.
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b pengkiomandoen Unsur Pelipksara Baden Penanggulangsn Bencana Dewsh
mis &k 1l pengerahan sumber days manusia, perslilan, logistik dari satuan kevja
diperiukar datarn rangka penanganan derursl bencans.

c. pokksanamn kegiatan Uneur Pelptsana Badan Penangguisngan Bencana
Dipeorah mcﬁ:um-m-mmmw-mam
kerja pemngkst daersh |lainnys, instansi vertikal dengan memperhatikan
k elipimn penyikenggernan penangguisngan bencana dan ketentuan persturan
parundang-undangan.

Pasal 11
(1)Unsur Pebmana Badan Penangguiangan Bencass Danrah terdin atas
1. Kopaly Pe blisans;
2. Sakretarist

3. Seksi Pancagahan dan Kesiaps:n gan,
4. Seksi Kedarursten dan Logistik;
5. Seikxi Rehabililasi dan Rekonstruks:

{2)Kepain Pelk sana sebagaimana dimaksud pada ayat {1), secara ex-officio
ﬂ“ﬂnthﬂismdPmem#nndiMhdm
bertangguagiawab kepada Kopala Badan;

(3) Sekrotariat sebagaimana dimaksud pads ayst (1). dpimpin oleh Kepala
Sekretarial yang berkedudulan di bawah dan beranggungjawal kepads Kepala
Feipissna dan secara exofficio dijabat oleh Kepala Bidang Penangguiangan
Bancans pada Satpol PP Kabupakin Jepar;

(4) Seksi Pencegahan dan Kesiapsisgaan sebagasmens dmaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bewah dan bartanggungjawab
kepada Kepnia Pelsksana dan sacara ex-officia dijabat oleh Kepala Seksi
Pencegahan dan Kesagaan pada Satpol PP K abs g in Jepary

{5) Seksi Kadarursian dan Logistik sebagaimans dimaksud pada ayai (1), dpimpin
mm-mmmm di bawah dar: bertanggungiawab kepada
Kapala Pelsksana dan secara exofficio diabat oish Kepaia Seksi Perlindungan
Masyarakat pada Satpol PP Kabupa ien .Jepara;

(6) Seksi Rehabidtesi dan Rekonstruksi ebagam dmaksud pada syat (1),
dpimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan ¢ Baweh dan bertanggungjswab
kepada Kepala Peldkiana dan secars exofficd deabat oleh Kepala Seksi
Logistik, Rehabiitasi dan Rekonstruksi pads Satpiol PP Kabupaten Jepara;

(7)Bagan Osganisesi Badan Penanggulangsn Besgane Dasrsh ssbegamana

tercantum dalsm Lampi@n yang mefupskan bagan tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini

BAB V

TATA KERJA
Pasal 12

{1)Badan Penangguisngan Bencana Dawsh
menerapkan prnsip koordinas i, integres: dan
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" (2 Pimpinan Unsur Pebksans Baden  Per w ggahgn
maisksanakan sstem penger i ian intem d ngkungen masingy

{3) Pimpinan Unsur Pebksana Baden Penangguiangan
memberikan pengamhan serta petunjuk bagi pelaksanasn tugas biwakme

(4) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penangguisngen Bencana Deersh dalam
melaksanakan tuges malsiukapembinasn  GAN pengawWasan terhadap satuan
organisssi di bewahnya,

{5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kera Badan Penangguiangan Bescans
Dasrah diatur oleh Kapala Badan Penangguiangan Bencana Daeerah.

BAB W
PEMBLAYAAN

Pasal 13
Pembiayasn Badan Penangguiangan Bencana Daerah daam penanganan bencans
dibabackan pada APBD Kabupalen Jepars dan sumber anggaran lainnya yang sah
dan tidak mengikat.

BAB Vi

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupat ini muiai berdaku pads tanggal diundangian,

Agar setisp orang mengetahuinya, menes nishkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatarmya daam Berits Davah Kabupsten Jepara.

Dstapkan 4\ Jepara
pada tanggal & Jaruen 1o
BUPATI A,
HENDRO MARTOJO
wpm tanggal ey PENEL™ " BHODUK HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA :i- g E
Four | o
Ke=m @ o : _ -
H BN HLUM

BERITA, RAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR



BAGAN ORGANISAS)

PENANGGLHLANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN JEPARA

BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

KEPALA

UNSUR PELAK SANA

KEPALA PELAKSANA BPBD

SEKRETARIAT
SEKS| SEKS! SEKS
PENCEGAHAN DAN | | KEDARURATAN DAN | [ REHABILITASI DAN
KE SIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKSI
BUPATI JEPAS
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